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Abstract
This research was motivated by the potential of Indonesia as a natural disaster-prone areas, the Indonesian government deems it necessary in cooperation with IOM in dealing with tsunami victims in Aceh. This research aim was to determine the effort of IOM (International Organization of Migration) and the government of Indonesia in recovery of post-tsunami Aceh. This research was descriptive analytic study, which gives an overview and explains the efforts of IOM and the Indonesian government in dealing with the recovery of post-tsunami Aceh. And analysis techniques used in this study was illustrative method, data analysis method by using basic theory application/conceptual with the concrete situation. The results of this research showed that in the post-tsunami recovery, IOM was working with the Indonesian government covering a program of housing construction, revitalization of health infrastructure, and projects livelihood support, as well as providing logistical support and transportation for the overall reconstruction effort.
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Pendahuluan

Tanggal 26 Desember 2004, terjadi gempa bumi dahsyat di Sumatera-Hindia yang menyebabkan tsunami, tepatnya di sekitar daerah lepas pantai barat Aceh, yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga negeri negeri lain seperti Thailand, Bangladesh, India, Sri Lanka, bahkan Maladewa, Somalia, Kenya, dan Tanzania yang berada di Afrika. Tsunami yang melanda Aceh dan sebagian Sumatera Utara sebelumnya ditandai dengan gempa yang terjadi pada waktu 7:58:53 WIB. Pusat gempa terletak kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh sedalam 10 kilometer. Gempa ini berkekuatan 9,3 menurut Skala Ritcher dan kejadian ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir yang menghantam wilayah Asia Tenggara dan Asia Selatan (http://acehpedia.org/).
Indonesia merupakan negara yang paling parah terkena dampak tsunami, di Aceh perkiraan korban tewas mencapai 110.229 jiwa. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari 2.496 daerah  pemukiman tempat  tinggal  yang  terkena tsunami di 154 kecamatan, sepertiga dari 173.000 hektar daerah perkampungan yang  dilanda  tsunami  telah hancur, 116.880 rumah pribadi rusak, 460  fasilitas  kesehatan,  665 gedung sekolah, 1.110 gedung keagamaan dan hampir 1.000 kantor pemerintah hancur, lebih dari 1.525 kilometer jalan rusak sebagian atau rusak sama sekali. Hal ini kemudian menyebabkan warga Aceh kekurangan sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, serta mata pencaharian.

Melihat tingginya jumlah korban tsunami di Aceh menarik perhatian IOM (International Organization for Migration) untuk memberikan respon kemanusian terhadap permasalahan tersebut. IOM adalah organisasi internasional antar pemerintah yang independen dari Perserikatan Bangsa Bangsa. Di tahun 1979, operasi IOM di Indonesia dimulai dengan bantuan manusia perahu Vietnam di Tanjung Pinang, Riau. Pada tahun 2000, IOM dengan Pemerintah RI menandatangani sebuah perjanjian kerjasama mengenai penanganan migran gelap, pengungsi internal, penanganan perbatasan dan imigrasi secara umum (International Organization of Migration, Laporan Tahunan 2008). 

IOM adalah salah satu dari hanya sedikit organisasi internasional yang sudah hadir secara terus menerus di Aceh sebelum tsunami. IOM telah hadir di Banda Aceh sejak 2003 untuk mengkaji dampak sosial-ekonomi konflik di Nanggore Aceh Darusallam (NAD), terutama terkait dengan kondisi pengungsi konflik Gerakan Aceh Merdeka. Kantor IOM di Banda Aceh tidak rusak oleh tsunami dan menjadi pusat pemberian bantuan darurat.
Sebagai upaya untuk menekan dampak kerusakan akibat tsunami, IOM membuat program pembangunan perumahan, revitalisasi infrastruktur kesehatan, dan adanya proyek-proyek dukungan mata pencaharian merupakan pilar dari komitmen jangka panjang IOM bagi masyarakat Aceh. Selain itu, IOM terus memberikan dukungan logistik dan transportasi yang luas bagi keseluruhan usaha pemulihan.
Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional adalah bentuk kerjasama antar pihak-pihak yang bersifat internasional untuk tujuan yang bersifat internasional. Pihak-pihak yang bersifat internasional itu berupa orang-perorangan, badan-badan bukan negara yang berada diberbagai negara atau pemerintah negara. Ada pun yang dimaksud dengan tujuan internasional adalah tujuan bersama yang menyangkut kepentingan Negara (Ade Maman Suherman, 2003).

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai persatuan atau asosiasi negara-negara, perusahaan atau lembaga lainnya yang didirikan melintasi batas-batas nasional (Peter Fischer, 2012).
Peran organisasi internasional adalah:

1) Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau  mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).

2) Sebagai sarana perundingan untuk menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.

3) Lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, peace keeping, operation dan lain-lain).

Sedangkan fungsi organisasi internasional menurut T. May Rudy adalah:

1) Tempat berhimpun bagi Negara-negara anggota bila organisasi itu IGO (antar negara/pemerintah) dan bagi kelompok masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat apabila organisasi internasional masuk kategori INGO (Non pemerintah).

2) Untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama (yang menyangkut kepentingan semua anggota) dan memprakarsai berlangsungnya perundingan untuk menghasilkan perjanjian-perjanjian internasional.

3) Untuk menyusun dan menghasilkan kesepakatan mengenai aturan/norma atau rezim-rezim internasional.

4) Penyediaan saluran untuk berkomunikasi di antara sesama anggota dan ada kalanya merintis akses komunikasi bersama dengan non anggota, bisa dengan negara lain yang bukan negara anggota dan bisa dengan organisasi internasional lainya.

5) Penyebarluasan informasi yang bisa dimanfaatkan sesama anggota.

Secara terinci, penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, yaitu sebagai berikut:

1) Ditinjau dari ruang lingkup kegiatannya dibedakan antara organisasi internasional global/umum dan organisasi internasional khusus.

2) Ditinjau dari tujuannya, dibedakan antara organisasi internasional dengan tujuan umum dan organisasi internasional dengan tujuan khusus/terbatas.

3) Ditinjau dari sudut keanggotaannya, dibedakan antara organisasi internasional yang anggota-anggotanya terdiri atas negara-negara atau pemerintah negara-negara (intergovernmental organization) dan organisasi internasonal yang anggota-anggotanya terdiri atas bukan pemerintah negara-negara (non governmental organization).

Berdasarkan penggolongan organisasi internasional tersebut di atas maka IOM (Internastional Organization of Migration) dari sudut keanggotaannya adalah organisasi internasional antar-pemerintah (Inter-Government Organization/IGO), dari tujuannya IOM dikategorikan sebagai organisasi internasional dengan tujuan khusus, dimana tujuan IOM adalah menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama.

Konsep Human Security Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh the United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994, human security memiliki dua makna: 
1. Human security merupakan keamanan (manusia) dari ancaman ancaman kronis seperti kelaparan, penyakit, lingkungan hidup, dan represif.

2. Human security mengandung makna adanya perlindungan atas pola pola kehidupan harian seseorang baik dalam rumah, pekerjaan atau komunitas dari ancaman gangguan yang datang secara tiba tiba serta menyakitkan. Ancaman-ancaman dan gangguan tersebut dapat menimpa segala bangsa tanpa memandang tingkatan pembangunan dan pendapatan nasional.

Selanjutnya, UNDP mengidentifikasi setidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius berdasarkan rubrik keamanan nasional tersebut, ketujuh kategori tersebut adalah: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik (UNDP Human Development Report, 1994).

1. Keamanan ekonomi: keamanan ekonomi mensyaratkan pemasukan tetap yang layak bagi tiap orang. Hal ini tercapai dari pekerjaan yang menghasilkan dan layak. Selain itu bisa juga dari jaringan pengamanan sosial yang dibiayai publik (negara).
2. Keamanan pangan: keamanan pangan mensyaratkan semua orang dalam setiap waktu memiliki akses ekonomi dan fisik terhadap makanan. Menurut PBB, ketersediaan pangan tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah buruknya distribusi bahan pangan serta rendahnya daya beli penduduk.
3. Keamanan kesehatan: keamanan kesehatan bertujuan menjamin perlindungan minimum dari penyakit dan gaya hidup yang tidak sehat. Di negara berkembang, penyebab utama kematian adalah penyakit menular dan parasitik, yang membunuh 17 juta penduduk pertahun. Di negara maju, pembunuh utama adalah penyakit sistem saluran pernapasan dan pencernaan, yang membunuh 5,5 juta penduduk pertahun. Hal ini terutama karena kurang gizi dan kurangnya pasokan obat-obatan, air bersih dan kelengkapan kesehatan lainnya.
4. Keamanan lingkungan hidup: hal ini bertujuan melindungi orang dari dampak buruk kerusakan atau bencana alam, bencana alam akibat ulah manusia, dan menurunnya kualitas lingkungan hidup. Di negara berkembang, rendahnya akses air bersih adalah salah satu ancaman lingkungan terbesar. Di negara maju, salah satu ancaman utama adalah polusi udara. Selain itu Pemanasan Global (Global Warming), yang diakibatkan emisi gas rumah kaca, adalah isu besar dalam keamanan lingkungan hidup.
5. Keamanan personal: keamanan personal bertujuan melindungi orang dari kekerasan fisik, baik dari aparatus negara, negara lain, sesama individu, hingga pelecehan domestik. Bagi banyak orang, sumber utama keresahan adalah kejahatan, terutama kejahatan yang disertai kekerasan.
6. Keamanan komunitas: keamanan komunitas bertujuan melindungi orang dari lunturnya hubungan dan nilai tradisional, serta dari kekerasan sektarian, religi dan etnis. Komunitas tradisional, terutama kelompok etnis dan kepercayaan minoritas sering kali merasa terancam.

7. Keamanan politik: keamanan politik terkait dengan lingkungan social yang menghargai hak asasi manusia. Tindakan represi bermotif politik, penyiksaan sistematik, penghilangan paksa, penangkapan tanpa proses hukum merupakan bentuk ancaman terhadap keamanan politik. Selaras dengan represi individu dan kelompok, pemerintah juga bisa melakukan represi dengan mengontrol ide dan informasi.

Adapun isu-isu di dalam human security sebagai berikut:

1. Human Trafficking (Perdagangan Manusia)

Perdagangan orang didefinisikan oleh PBB dalam Resolusi PBB (General Assembly Resolution) Nomor 55/25 Tahun 2000 yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, baik di bawah ancamanan atau secara paksa atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan atau penyalahgunaan wewenang atau situasi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kontrol atas orang lain untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang lain, kerja paksa atau wajib kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. 
2. Pengungsi

Pengungsi adalah seseorang yang telah dipaksa meninggalkan negeri nya karena penganiayaan, perang, atau kekerasan. Seorang pengungsi memiliki ketakutan yang didirikan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, pendapat politik atau keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu. Kemungkinan besar, mereka tidak dapat kembali ke rumah atau takut untuk melakukannya.

3. Bencana Alam

Bencana yang terjadi secara alami meliputi banjir, angin topan, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang dapat memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, serta dampak sekunder menyebabkan kematian, penderitaan karena banjir yang menyebabkan tanah longsor, gempa bumi yang mengakibatkan kebakaran, tsunami menyebabkan banjir meluas dan angin topan yang menenggelamkan kapal laut.

Dengan menekankan pentingnya empat karakteristik esensial, bahwa konsep human security haruslah universal, independent, terjamin melalui pencegahan dini, dan berbasis kependudukan (people centered).

Manajemen Bencana

Manajemen bencana berangkat dari keterbatasan manusia dalam memprediksi dan menghadapi bencana. Tujuannya adalah untuk mencegah, memprediksi dan mengantisipasi bencana sebatas kemampuan yang dimiliki serta meminimalkan kerugian (A.B. Susanto, 2006). Manajemen Bencana dapat didefinisikan sebagai manajemen sumber daya dan tanggung jawab untuk menangani semua aspek kemanusiaan darurat, khususnya kesiapan, respon dan pemulihan dalam rangka untuk mengurangi dampak bencana (http://www.ifre.org).

Ada empat jenis utama bencana (http://www.wept.org):

1. Bencana alam. Bencana yang terjadi secara alami meliputi banjir, angin topan, gempa bumi dan letusan gunung berapi yang dapat memiliki dampak langsung pada kesehatan manusia, serta dampak sekunder menyebabkan kematian, penderitaan karena banjir yang menyebabkan tanah longsor, gempa bumi yang  mengakibatkan kebakaran, tsunami menyebabkan banjir meluas dan angin topan yang menenggelamkan kapal laut.

2. Keadaan darurat lingkungan. Keadaan darurat ini meliputi kecelakaan teknologi atau industri, biasanya melibatkan bahan berbahaya, dan terjadi di mana bahan-bahan ini diproduksi, digunakan, atau diangkut. Kebakaran hutan besar umumnya termasuk dalam definisi ini karena cenderung disebabkan oleh manusia.

3. Keadaan darurat yang kompleks. Keadaan darurat ini meliputi kudeta sebuah kekuasaan, penjarahan dan serangan terhadap suatu instalasi. Keadaan darurat yang kompleks termasuk situasi konflik dan perang.

4. Darurat pandemi. Keadaan dimana terjangkitnya wabah penyakit menular meliputi daerah geografi yang luas yang mempengaruhi kesehatan, tetapi juga mengganggu kegiatan bisnis, berdampak pada biaya ekonomi dan sosial.

Setiap bencana dapat mengganggu layanan penting, seperti penyediaan layanan kesehatan, listrik, air, pembuangan limbah/sampah, transportasi dan komunikasi. Gangguan serius dapat mempengaruhi kesehatan, jaringan sosial dan ekonomi masyarakat setempat bahkan negara.
Lokal, regional, nasional dan bila perlu organisasi internasional, semua terlibat dalam menyusun respon kemanusiaan terhadap bencana. Masing-masing menyiapkan rencana penanggulangan bencana, rencana ini meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan.          

1. Pencegahan bencana, kegiatan yang dirancang untuk memberikan perlindungan permanen dari bencana. Tidak semua bencana, terutama bencana alam, tapi resiko kehilangan nyawa dan cedera dapat dikurangi dengan rencana evakuasi, perencanaan lingkungan dan standar desain yang baik.

2. Kesiapsiagaan bencana, kegiatan ini dirancang untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan, misalnya dengan memindahkan orang-orang dan properti dari lokasi yang terancam, memfasilitasi tepat waktu, serta penyelamatan, bantuan, dan rehabilitasi yang efektif. Kesiapsiagaan adalah cara utama untuk mengurangi dampak bencana.

3. Penanggulangan bencana, merupakan respon multi-lembaga terkoordinasi untuk mengurangi dampak bencana. Kegiatan bantuan meliputi penyelamatan, relokasi, menyediakan makanan dan air, mencegah penyakit dan kecacatan, memperbaiki layanan vital seperti telekomunikasi dan transportasi, menyediakan tempat penampungan sementara dan perawatan kesehatan darurat.

4. Pemulihan bencana, setelah kebutuhan darurat telah dipenuhi dan krisis awal selesai, orang-orang yang terkena dampak bencana masih rentan. Kegiatan pemulihan meliputi pembangunan kembali infrastruktur, perawatan kesehatan dan rehabilitasi. Termasuk kegiatan pembinaan masyarakat, seperti membangun sumber daya manusia dan pelatihan untuk menghindari situasi yang sama di masa depan.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, di mana penulis menjelaskan upaya IOM dan pemerintah Indonesia dalam usaha pemulihan Aceh. Data-data yang disajikan adalah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur seperti buku, internet, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan yaitu illustrative method.
Hasil Penelitian 
Kerusakan yang sangat parah oleh gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 mengakibatkan dilema human security yang dialami oleh warga Aceh, proses pemulihan Aceh membutuhkan biaya dan tenaga yang sangat besar, oleh karena itu negara mulai menyadari akan pentingnya keberadaan organisasi internasional sebagai bagian dari sistem internasional karena organisasi internasional dianggap sebagai tempat yang tepat untuk wadah berkumpul, berkerjasama dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama.

Berdasarkan perannya organisasi internasional sebagai lembaga mandiri untuk melaksanakan kegiatan sosial kemanusiaan, dan fungsinya untuk menyusun atau merumuskan agenda bersama yang menyangkut kepentingan semua anggotanya. Maka hadirnya organisasi internasional begitu menonjol dalam setiap penyelesaian internasional seperti penanggulangan human security. Organisasi internasional yang mempunyai program penanggulangan human security salah satunya adalah IOM di mana tujuan IOM adalah menjunjung tinggi migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan bersama.

Bencana alam dapat diprediksi namun tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan manajemen bencana oleh pihak pihak terkait, seperti penanggulangan bencana, pemulihan bencana, pencegahan bencana, dan kesiapsiagaan bencana.
Upaya IOM dan Pemerintah Indonesia Dalam Pemulihan Aceh 
1. Program Rekonstruksi

Program rekonstruksi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana tsunami dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana tsunami. 

Program rekonstruksi ini adalah salah satu upaya IOM dan pemerintah Indonesia dengan terus memberikan dukungan logistic dan transportasi yang luas bagi keseluruhan usaha rekonstruksi. Sebagai organisasi internasional IOM cepat tanggap atas isu human security yang terjadi di Aceh pasca tsunami yang perlu dicermati secara serius. Program rekonstruksi merupakan penanggulangan bencana dari bagian manajemen bencana.

Program ini berjalan dalam waktu dua hari setelah tsunami, tim transportasi dan logistik telah mengirimkan truk bantuan pertama untuk memberikan makanan pokok, air, tenda, generator, dan bensin untuk banda aceh, 1.700km barat laut dari ibu kota negara (International Organization of Migration, Laporan Tahunan 2005).
Surveyor menyebar ke seluruh sabuk tsunami dengan mobil, sepeda motor, perahu dan berjalan kaki untuk mentabulasi jumlah sekolah, fasilitas keagamaan dan fasilitas masyarakat yang rusak atau hancur, panjang dan lokasi dari jalan dan selokan yang hanyut dan berbagai kategori lainnya. Sebagai bantuan pertama yang dikirimkan ke lokasi terpencil Aceh, IOM menanggapi munculnya kebutuhan jangka panjang dari warga aceh. Proyek konstruksi IOM dapat ditemukan di semua kabupaten yang terkena dampak tsunami di sepanjang  600 km dari garis pantai yang membentang dari Lhokseumawe ke Banda Aceh, dan dari Ibukota Provinsi ke Meulaboh di Barat Daya. Hal ini telah berkembang termasuk pembangunan 200 sekolah sementara dalam kemitraan dengan UNICEF, ribuan kios-kios pasar, fasilitas pelatihan kerja dan perumahan untuk anak-anak tanpa pendamping. Lebih dari 7000 korban Aceh mendapatkan gaji mereka dari program hunian 16 kontraktor lokal, memasukkan uang ke kantong rakyat dan kembali ke dalam ekonomi lokal. Ini adalah bagian dari strategi IOM untuk bekerja dengan dan melalui orang-orang Aceh.
IOM telah memberikan pupuk organic, mesin perontok padi, bibit baru dan kapur untuk tanah, serta pelatihan untuk meningkatkan kualitas tanah, di puluhan lokasi di seluruh provinsi. Bantuan mata pencaharian juga telah ditawarkan kepada para korban, lebih dari 3.500 keluarga telah menerima pelatihan pertanian, atau pelatihan dalam penangkapan ikan yang peka terhapar lingkungan, peralatan memancing, benih atau pinjaman usaha kecil. Beberapa pinjaman keuangan yang terbatas telah ditawarkan untuk usaha kecil dan diperluas untuk membangun koperasi simpan pinjam untuk memberikan kredit yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat pedesaan.

Mencari lahan yang cocok untuk proyek penampungan IOM di bulan-bulan setelah tsunami adalah tantangan yang luar biasa. Gempa mengubah topografi pesisir pantai membuat banyak daerah tidak layak huni. untuk korban yang selamat untuk melanjutkan kehidupan mereka, petani dan nelayan misalnya, di tengah permukiman hancur dan rawa-rawa berbau busuk. 
Organisasi bekerjasama dengan dengan Departemen Pekerjaan Umum yang telah mengidentifikasi 52 situs dengan ruang yang cukup untuk pembangunan kurang lebih 5.600 rumah. Dalam masa-masa setelah tsunami IOM, atas permintaan Pemerintah RI, IOM memutuskan bahwa strategi terbaik adalah memfokuskan kegiatan dalam membangun perumahan sementara yang aman dan tahan gempa untuk mendapatkan orang sebanyak mungkin keluar dari tenda hingga program rekonstruksi dimulai dengan sungguh-sungguh. Program penampungan memerlukan unit hemat biaya dan tahan gempa yang tidak memerlukan tenaga kerja yang besar dan dapat dengan mudah dibongkar, pindah dan dipasang kembali. Solusinya ditemukan di Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat, Indonesia, dan disesuaikan dengan kondisi di aceh. Sebanyak 4.963 total unit yang di bangun (termasuk rumah, klinik, sekolah, pusat kegiatan masyarakat, dsb) di Aceh dan Nias.
2. Program Bantuan Mata Pencaharian

Program bantuan mata pencaharian IOM merupakan bantuan dengan pendekatan menyeluruh terhadap bantuan pemulihan pasca bencana, program ini juga mencakup komponen pengelolaan resiko bencana berbasis masyarakat guna menjadikan para komunitas penerima bantuan lebih tangguh dalam menghadapi bencana di masa mendatang.
Program ini tentu sebagai salah satu isu human security yang dicermati IOM guna keamanan ekonomi yang terjadi pasca bencana tsunami di Aceh.

Penyediaan bantuan mata pencaharian telah menjadi dasar program yang dilakukan IOM di seluruh propinsi. Langkah-langkah serupa telah diambil guna menekan resiko trafficking dengan cara menyediakan pelatihan kepada ratusan wanita muda yang dianggap beresiko.

Kegiatan IOM dalam pemberian bantuan mata pencaharian mencakup seluruh penjuru Aceh, membantu para korban tsunami mendapatkan kembali kemandirian ekonomi serta rasa keamanan mereka. IOM mengukuhkan komitmennya untuk mendukung kegiatan ekonomi para wanita di tahun 2006 melalui pendiptaan sebuah jaringan yang terdiri dari 15 koperasi wanita (kopwan) dan para masyarakat yang terkena dampak tsunami yang sedang dibangunnya kembali.

Diluncurkan pada bulan November 2005, IOM menyediakan kepada para kopwan tersebut uang untuk membeli bibit tanaman dan pelatihan pengelolaan untuk usaha kecil seperti kios di pasar, industri rumah dan pertanian. Setelah satu tahun berjalan, lebih dari 2.000 wanita telah membayar uang iuran mereka yang kecil, memulai program tabungan dan mulai memperoleh penghasilan, suatu langkah penting menuju kemandirian

Program mata pencaharian IOM di Aceh juga berakhir di sekitar Agustus 2009, setelah membantu para korban tsunami memulai mata pencaharian baru pasca tsunami di Desember 2004. Program mata pencaharian IOM di Aceh meliputi inisiatif keuangan mikro jangka panjang bagi wanita, yang mendukung 19 komunitas masyarakat melalui pendirian koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh perempuan yang berlokasi di 14 kabupaten di provinsi tersebut, dengan jumlah anggota sebesar 4.000.

3. Program Kesehatan

Program kesehatan berupa aktifitas memulihkan kembali fungsi sistem pelayanan kesehatan masyarakat, hal ini juga merupakan bagian dari manajemen bencana dalam bentuk pemulihan bencana dan juga guna menjaga keamanan kesehatan yang menjadi isu dalam human security di Aceh.

Responden darurat IOM hadir menyelamatkan nyawa Banda Aceh dalam waktu dua hari setelah tsunami. Melalui kemitraannya dengan Harvard Medical School, IOM menanggapi kekurangan dalam perawatan medis terstruktur di provinsi Aceh dengan melakukan investasi dalam pembnagunan kapasitas staf kesehatan di tingkat provinsi, kabupaten dan masyarakat, dengan memberikan kursus pelatihan yang relevan dan bantuan dalam situasi medis darurat. Disamping membangun puluhan klinik kesehatan satelit, merehabilitasi beberapa puskesmas penting di Aceh dan melatih ratusan staf kesehatan, IOM juga telah membentuk tim-tim kesehatan keliling yang mencakup staf yang terlatih di bidang kesehatan, yang menyediakan layanan di daerah-daerah bekas konflik di provinsi tersebut.

Para dokter IOM merupakan salah satu yang pertama tiba di Aceh setelah bencana tsunami. Sebagai sebuah produk kerjasama jangka panjang dengan Harvard Medical School, Program Revitalisasi Kesehatan Masyarakat adalah suatu program kesehatan multi-sisi yang berakar pada pendidikan, kesehatan umum, psikososial dan perawatan masyarakat. Hubungan yang strategis telah dibangun dengan beberapa universitas terkemuka di Indonesia guna mengukuhkan kesinambungan program tersebut.

IOM telah membangun sebanyak 37 klinik di seluruh provinsi dalam kurun waktu delapan bulan setelah tsunami dan menyediakan pelatihan kesehatan mental kepada ratusan dokter dan tokoh masyarakat di Banda Aceh. Di bulan Januari 2005, IOM Indonesia menandatangani sebuah perjanjian tiga tahun dengan bagian Social Medical School, dengan latar belakang menangani masyarakat pasca bencana dan pasca konflik melengkapi keahlian dari lembaga ini dalam menyediakan layanan kesehatan di Negara-negara berkembang. IOM dan Harvard sejak itu telah bekerjasama dalam beberapa program inovatif di Aceh, termasuk telah membangun 37 pos kesehatan satelit guna memenuhi munculnya kebutuhan kesehatan dari puluhan ribu warga yang hidup di barak pemerintah dan kampong sekitarnya. Selama tahun 2006, para pelatih yang terafiliasi dengan Harvard mengadakan belasan sesi pelatihan bagi staf kesehatan setempat dari pusat pelatihan IOM di kabupaten Nagan Raya, Aceh dan pelatihan kesehatan mental kepada ratusan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Dengan berlalunya waktu dan semakin kuatnya upaya pemulihan antar-institusi di Aceh, harapan-harapan para penerima bantuan mulai berubah. Program perumahan sementara IOM dan program bantuan mata pencaharian yang melegkapinya memberikan manfaat besar bagi ribuan warga yang masih trauma terhadap peristiwa mengerikan di bulan Desember 2004 tersebut, terdapat suatu harapan yang semakin besar di pihak penerima bantuan dan donor ubtuk sebuah solusi permanen terhadap krisis perumahan Aceh pasca tsunami. 

4. Program Sanitasi

Program ini merupakan realisasi dari manajemen bencana yang dilakukan oleh IOM terhadap keamanan lingkungan hidup pasca bencana tsunami di Aceh. IOM memberikan akses atas tersedianya air bersih merupakan salah satu kunci utama dalam mengembangkan pemecahan jangka panjang bagi pengungsi korban tsunami di Aceh. IOM bekerja sama dengan 14.240 korban selamat tsunami yang tinggal di rumah bantuan IOM di seluruh Aceh (International Organization of Migration, Laporan Tahunan Indonesia 2008). Dengan pendekatan berbasis masyarakat, IOM bekerja sama dengan para keluarga membentuk Komite Perairan dan Sanitasi Desa atau Village Water and Sanitation Committee (VWSC) guna memelihara sistem pengairan dan sanitasi setelah proyek ini berakhir, namun juga mengadakan beragam kegiatan kemasyarakatan untuk dalam menggalakan perilaku hidup bersih dan berbagi keahlian serta pengetahuan ke khalayak luas.

Hingga September 2009 program sanitasi IOM telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain 14.000 individu yang menerima manfaat perbaikan sistem persediaan air, 1.317 sistem septik yang dibangun atau ditingkatkan ke standar kesehatan lingkungan nasional, dan 34.603 meter saluran pembuangan yang dibangun.

Hambatan IOM dan Pemerintah Indonesia dalam Pemulihan Aceh
Dengan selesai dibangunnya perumahan permanen yang baru pada tahun 2007, banyak pengungsi yang enggan pindah dari tempat tinggal sementara (Temporary Living Centres – TLC) ke rumah baru. Seperti yang diperkirakan, alasan-alasan utama yang diutarakan adalah rumah baru yang tidak layak karena kurangnya persediaan air bersih, kebersihan dan listrik untuk masyarakat yang bersangkutan, tempat kerja yang lebih dekat ke barak dibanding lokasi-lokasi rumah permanen, dan kekhawatiran bahwa meskipun mereka berhak atas bantuan perumahan, namun mereka tidak yakin bahwa mereka akan menerimanya sehingga mereka enggan untuk pindah. 

Mengingat bahwa masih terdapat ratusan keluarga yang tinggal di TLC, yang menunggu selesai dibangunnya rumah selama tahun 2008, proses pendekatatan dan advokasi sedang dijalankan karena terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan baru tersebut akan menyebabkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal. IOM bekerjasama dengan pemerintah setempat, BRR, masyarakat dan penghuni TLC untuk mengupayakan perpindahan keluarga yang bukan pengungsi dari lokasi tersebut, agar hanya pengungsi yang tinggal di fasilitas tersebut. Dari 1.839 keluarga (73,6% dari total survei) yang telah pindah dari TLC ke kehidupan baru pada akhir proyek, 660 keluarga (26,4%) masih bertahan di TLC.

Kesimpulan 

Manajemen bencana terhadap pemulihan Aceh pasca tsunami yang mengakibatkan dampak terhadap kelangsungan human security dengan tahapan penanggulangan bencana dan pemulihan bencana yang dilakukan oleh IOM yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia dengan membuat program pembanguna perumahan, revitalisasi infrastruktur kesehatan, dan proyek-proyek dukungan mata pencaharian, serta memberikan dukungan logistic dan transportasi bagi keseluruhan usaha rekonstruksi. IOM secra aktif membantu penduduk dan setelah fase darurat melalui pemberian tindakan-tindakan perlindungan, bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan dan pencaharian solusi yang tahan lama.

Hadirnya IOM dengan program-programnya berhasil memberikan harapan bagi korban tsunami Aceh. Berdasarkan hasil kerja di Aceh IOM sejak tahun 2005 hingga tahun 2009, IOM telah melakukan banyak program yang sangat efektif dalam membantu korban tsunami Aceh, akan tetapi keberhasilan IOM tidak memberikan jaminan terhadap keamanan lingkungan hidup, misalnya pengungsi yang enggan pindah ke rumah permanen yang dianggap tidak layak karena kurangnya persediaan air bersih, serta keamanan human security warga Aceh terhadap bencana alam yang mungkin saja datang kembali.
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